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1.1 Latar Belakang

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang
dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin
olen Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Sebagai bentuk
pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam
pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa
desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki
kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.
Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam
menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda
terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari
Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk
Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau
sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan
permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa

menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.
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Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur
warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan
untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi
terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai
konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi
desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006; 107)
menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam
mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada
penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan
bahwa “ autonomy “ indentik dengan ““ auto money “, maka untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang
memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi
Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor:
140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari
pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten

penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor
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34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui ketentuan dari peraturan ini jelas
mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana
perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan
prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak
desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang
mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan
dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah
pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara
berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)
untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut
RKPD merupakan penjabaran dari RPJIMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
dengan berpedoman Kepada Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan melalui fisik dan
non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. Indikator
Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat
kesehatan. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa Pembangunan fisik selama ini
dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa, namun demikian
desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan fisik.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten
Langkat, Pemerintah Kabupaten telah memberikan peraturan melalui Perbup No.
10 tahun 2013 tentang mekanisme penyaluran ADD dan keputusan Bupati No.
140-20 / K / 2013 tentang penetapan besaran ADD yang dilakukan berdasarkan
target PBB Tahun. Dimana, Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan adalah bantuan
berupa dana yang dialokasikan kepada seluruh Desa/Kelurahan yang ada di
Kabupaten Langkat yaitu 277 Desa/Kelurahan dimana maksud dari program ini
untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang
dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana
pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta
diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi
pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud
pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana

perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang
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ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dianalogikan bahwa ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan
bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena
memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya
Kepala Desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan
masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat
jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih-
lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Kurang terarahnya distribusi
ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa
mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan,
gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan
masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD-nya bagi
pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes, Bank Desa,
Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk Kkegiatan
pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa,
ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama
ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing — masing
RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan
masyarakat.

Untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana manfaat ini dari
Alokasi Dana Desa bagi masyarakat desa, peneliti tertarik untuk mengkaji secara
mendalam apakah realitas yang banyak terjadi seperti yang telah disebutkan di

atas masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Langkat. Demi memperjelas
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analisis nantinya, peneliti akan mengangkat studi kasus tentang bagaimana
manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat di Desa Blankahan Kecamatan Kuala

Kabupaten Langkat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas maka masalah yang akan di angkat
adalah *“Bagaimana manfaat Alokasi Dana Desa bagi masyarakat desa di Desa

Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai pemberian Alokasi Dana Desa di Desa
Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

2. Menjelaskan bagaimana manfaat yang didapatkan olen masyarakat Desa
Blankahan  Kecamatan Kuala dari pemberian Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan
pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam
permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang
terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan
kebijakan.

2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk

mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khusunya
ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam
penelitian-penelitian berikutnya.

3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi

Dana Desa
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